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Abstrak
 

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku,

penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal (investor) diselesaikan berdasarkan

kesepakatan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B),

dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun

internasional atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Namun saat ini dengan berubahnya

rezim kontrak menjadi rezim perizinan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa setiap

sengketa yang muncul dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat

(IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam

negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berubahnya rezim ini telah merubah posisi

negara yang sebelumnya sejajar dalam sebuah kontrak karena bertindak sebagai subyek hukum perdata

menjadi lebih tinggi sebagai regulator berada diatas perusahaan pertambangan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba yang diatur pada pasal 154

menimbulkan multi tafsir dan ada kalanya justru tidak dapat dilaksanakan, karena dapat diartikan secara

berbeda oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang berakibat kepada ketidak-pastian hukum. Sehingga

untuk membangun kepastian hukum sesuai dengan kehendak dan kesepakatan subyek hukum (yang

bersengketa), maka ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba perlu diperjelas dan dilakukan

sinkronisasi dengan ketentuan perundang-undangan penanaman modal dan arbitrase Indonesia, baik

mengenai substansi maupun rumusannya.

<hr>

<b>Abstract</b><br>

Prior to the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, the settlement of disputes

between the Government and investors resolved in the agreement of Contract of Work (CoW) and Coal

Mining Exploitation Working Arrangements (CMEWA), where the parties can determine the dispute of

settlement forum either through national or international arbitration. However, the current Mining dispute

settlement provisions for investment pursuant to the provisions of Law Number 4 of 2009 concerning

Mining and Coal, determines that any disputes that arise in the implementation of IUP, IPR, or IUPK

resolved through domestic courts and arbitration in accordance with the provisions of the Law. Changes in

contract regime into permitting regimes has impact on changing the position of state that were previously

equal in a contract to be higher in the licensing system. Thus the government's position as regulators are
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above the mining company. The results showed that the provision regarding dispute resolution on Mining

Law, provoke to multi-interpretations that lead to legal uncertainty. Thus to build a law certainty in

accordance with the will and the subject of legal agreement (the dispute), the dispute settlement provisions

of the Mining Law needs to be clarified and synchronized with Indonesian Investment Law (Law Number

25 of 2007) and Arbitration Law (Law Number 30 of 1999), either on substance or formulation.


